BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA

" BAWASLU

Sekretariat : J1. Mayjend Panjaitan No 41 Purbalingga
No. Telp : (0281) 890 2420

E-mail ; set.purbalingga@bawaslu.go.id

Website : purbalingga.bawaslu.go.id

Nomor : 683/PM.03.02/K.JT-20/05/2024 Purbalingga, 04 Mei 2024
Sifat : Penting
Lamp -
Perihal  : Imbauan
Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Purbalingga
di
Tempat

1. Dasar Hukum:

a. Undang — Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun
2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang — Undang Nomor 1
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
dan Walikota Menjadi Undang — Undang;

b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan
Sengketa Proses Pemilihan Umum;

c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta
Walikota dan Wakil Walikota;

d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan
Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5§ Tahun 2022 tentang
Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

e. Surat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Nomor:
75/PM.00.01/K.JT/05/2024, Perihal : Imbauan tanggal 4 Mei 2024,

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana
terakhir dirubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9
Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang
Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
h. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor:
605/PL.02.2-SD/05/2024 Perihal: Persiapan Pencalonan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan
Wakil Walikota dalam Pemilihan Serentak 2024.
2. Bahwa dalam rangka melakukan pencegahan pelanggaran dan sengketa
proses pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Tahun 2024,
maka disampaikan hal — hal sebagai berikut:
1. Bahwa Pasal 22A ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota Menjadi Undang - Undang menyebutkan:
1) Pengawasan  penyelenggaraan  Pemilihan  menjadi
tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan
Panwas Kabupaten/Kota;

2) Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Gubemur dan
Wakil Gubernur dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi;

3) Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati, serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
dilaksanakan oleh Panwas Kabupaten/Kota.

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

3. Bahwa dalam lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun
2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
Tahun 2024 disebutkan tentang tahapan pemenuhan persyaratan
dukungan pasangan calon perseorangan dimulai pada tanggal 5 Mei 2024
hingga 19 Agustus 2024,

4. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud
pada angka 2, Bawaslu Kabupaten Purbalingga mengimbau kepada KPU
Kabupaten Purbalingga untuk:

a. Menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Purbalingga tentang
Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan
Calon Perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

b. Membentuk Helpdesk Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati
dalam Pemilihan Serentak 2024 untuk memberikan layanan
kepada bakal pasangan calon perseorangan dan partai politik;

c. Melakukan publikasi dan sosialisasi kepada publik terkait
Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Serentak
2024; dan

d. Mengatur tahapan dan jadwal pemenuhan persyaratan
dukungan pasangan calon perseorangan sesuai dengan
Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan
Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

5. Bahwa berdasarkan angka 4, Bawaslu Kabupaten Purbalingga mengimbau
KPU Kabupaten Purbalingga dalam melaksanakan tahapan pemenuhan
persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan pada Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Tahun 2024 dengan cermat,
transparan, akuntabel, dan seluruh jajaran KPU agar melaksanakannya

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

6. Bahwa terhadap potensi-potensi terjadinya pelanggaran dan sengketa
proses pemilihan pada tahapan pemenuhan persyaratan dukungan
pasangan calon perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati,
dalam Pemilihan Tahun 2024, KPU Kabupaten Purbalingga agar
senantiasa berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Purbalingga.

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

aikan kepada Yth:
| Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan)
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